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The growth of the Sharia banking system in Indonesia is considered a 

measure of Sharia's economic success. The Indonesian Sharia Banking 

Supervision is responsible for regulating sharia banking activities. It is 

important to note that this information is from a regulatory point of 

view. The regulation and supervision of sharia banking activities are 

based on amendments to Act No. 3 of 2004 on the Bank of Indonesia, 

No. 23 of 1999, and Law No. 21 of 2008. After the passing of OJK Act 

No. 21 in 2011, Indonesian banks were granted the authority to oversee 

Sharia banks, which were then transferred to the JSC. The Financial 

Services Authority was formed due to concerns from various parties 

about the supervisory function of Indonesian banks in regulating Sharia 

banking. The JSC does not directly monitor all activities of Sharia 

institutions, but rather ensures that certain aspects are overseen by 

other institutions, such as the DPS (Dewan Pengawas Syariah).  The 

DPS is responsible for overseeing Sharia Financial Institutions, and is 

registered based on the approval of the National Sharia Council (DSN). 

The objective of the OJK is to meet and protect the needs and interests 

of the public, create a stable and sustainable financial system, and 

implement a financial system based on the principles of good 

governance, which include accountability, transparency, and 

independence. 

 

PENDAHULUAN  
Sumar’in. (2012) Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menjadi pasar 

potensial untuk pengembangan keuangan berbasis syariah. Shandy, (2017) Pengawasan Perbankan Syariah 

Indonesia bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan perbankan syariah, didasarkan pada amandemen UU 

No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, No. 23 tahun 1999, dan UU No. 21 tahun 2008. Setelah disahkan UU 

OJK No. 21 tahun 2011, bank-bank Indonesia diberi wewenang mengawasi bank syariah, yang kemudian 

dialihkan ke JSC.  

Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, (2002) Otoritas Jasa Keuangan dibentuk sebagai respons terhadap 

kekhawatiran dari berbagai pihak terhadap fungsi pengawasan bank Indonesia dalam mengatur perbankan 

syariah. Meskipun JSC tidak langsung memantau semua aktivitas lembaga keuangan syariah, namun 

memastikan bahwa beberapa aspek diawasi oleh lembaga lain, seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS 

bertanggung jawab atas pengawasan Lembaga Keuangan Syariah, yang terdaftar berdasarkan persetujuan 
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Dewan Syariah Nasional (DSN). Tujuan OJK adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan serta 

kepentingan publik, menciptakan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta menerapkan sistem 

keuangan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan kemandirian. 

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mencerminkan keberhasilan ekonomi syariah secara keseluruhan.  

Fitriani (2023) Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama dan pelopor dari bank-bank 

syariah lainnya, sistem ini telah diterapkan seiring dengan ekspansi bank konvensional. Krisis moneter tahun 

1998 menimpa banyak bank konvensional dan sebagian besar dilikuidasi karena kegagalan sistem selama krisis 

ekonomi. Sementara bank yang menerapkan sistem syariah tetap eksis dan bertahan. Perkembangan ekonomi 

syariah nasional terlihat dari aktivitas sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga 

keuangan mikro syariah, dan pengelolaan zakat.  

Saeed, Abdullah, (2004) Pengenalan sistem perbankan syariah diharapkan dapat membuat sistem 

perbankan konvensional menjadi lebih lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan layanan perbankan dari semua 

lapisan masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip agama Islam. Kritik terhadap sistem perbankan syariah 

terhadap sistem perbankan konvensional tidak hanya berkaitan dengan fungsi sebagai intermediasi keuangan, 

melainkan bermula dari adanya larangan-larangan dalam operasionalnya seperti Maysir, Gharar, Riba, dan 

ketidakpastian. Bank syariah dalam sistem perbankan nasional seharusnya bekerja sama dengan lembaga 

keuangan lain untuk mendukung pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional, seperti yang tercantum 

dalam Undang-Undang Tahun 1945, adalah membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi 

ekonomi melalui pengembangan sistem ekonomi yang adil. Seiring dengan pertumbuhan bank umum syariah di 

Indonesia, permintaan untuk operasional yang sesuai dengan prinsip syariah juga semakin meningkat.  

Sjahdeini (2020) Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kegiatan penghimpunan dana kepada 

masyarakat berdasarkan aturan syariah juga akan terus berkembang. Seiring dengan pertumbuhan peredaran 

uang, kegiatan pengelolaan dana semakin besar dan transaksi semakin sulit diselesaikan. Institusi seperti bank 

umum syariah yang mengelola dana pihak ketiga melibatkan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko 

dalam bisnisnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah badan yang menjalankan fungsi pengaturan dan 

pengawasan terhadap lembaga keuangan tersebut. Di Indonesia, badan yang menjalankan fungsi pengaturan dan 

pengawasan lembaga keuangan adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menerapkan sistem 

pengendalian internal dan manajemen risiko, maka landasan perbankan syariah yang berakar pada ekonomi 

syariah, nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, akan semakin teruku 

 

KAJIAN LITERATUR 
A. Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah  

Winati  (2014) Peran dan fungsi pengawasan bank syariah di Indonesia setelah Undang-Undang No. 21 

Tahun 2011 mencakup beberapa aspek penting. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan syariah. Berikut adalah 

peran dan fungsi utama pengawasan bank syariah pasca UU No. 21 Tahun 2011: 

1. Pengawasan Keseluruhan 

OJK bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap bank syariah. Ini 

mencakup penilaian terhadap kepatuhan bank syariah terhadap regulasi dan standar yang berlaku. 

Pengawasan Keseluruhan" oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap bank syariah mencakup serangkaian 

tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan bank syariah terhadap regulasi dan standar yang 

berlaku. 

OJK melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap aspek operasional bank syariah, termasuk 

kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang telah ditetapkan. Penilaian ini mencakup aspek hukum, 

operasional, dan keuangan, serta memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam 

seluruh kegiatannya. OJK memastikan bahwa bank syariah mematuhi regulasi dan standar yang telah 

ditetapkan oleh otoritas keuangan.Regulasi dan standar ini melibatkan peraturan terkait perbankan, prinsip 

syariah, dan persyaratan lainnya yang berlaku di sektor perbankan syariah. 

OJK dapat melakukan audit dan pemeriksaan secara berkala terhadap bank syariah untuk 

memverifikasi kepatuhan mereka. Proses audit melibatkan pemeriksaan mendalam terhadap catatan 

keuangan, laporan operasional, dan proses internal bank untuk memastikan keberlanjutan operasional yang 

sehat. 

Jika terdapat indikasi ketidakpatuhan atau pelanggaran, OJK dapat melakukan penyelidikan lebih 

lanjut untuk memahami dan menanggapi permasalahan tersebut. Penyelidikan ini melibatkan pemeriksaan 

rinci terhadap potensi pelanggaran hukum atau prinsip-prinsip syariah yang dapat mempengaruhi integritas 
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dan keberlanjutan bank syariah. Berdasarkan hasil evaluasi, OJK dapat memberikan rekomendasi atau 

rencana koreksi kepada bank syariah untuk memperbaiki ketidakpatuhan atau kekurangan yang 

teridentifikasi. Proses ini mencakup pembahasan solusi perbaikan dan tindakan yang perlu diambil oleh bank 

syariah untuk memenuhi standar dan regulasi. 

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. (1997) "Pengawasan Keseluruhan" ini penting untuk menjaga 

stabilitas dan integritas sistem perbankan syariah. Dengan melakukan evaluasi menyeluruh, OJK dapat 

memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan sesuai, memberikan kepercayaan kepada nasabah dan 

pihak terkait, serta memitigasi risiko-risiko yang dapat mengancam keberlanjutan dan kredibilitas industri 

perbankan syariah. 

2. Penerapan Prinsip Syariah 

OJK memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini 

mencakup aspek seperti pemenuhan ketentuan akad, transparansi, dan kepatuhan terhadap fatwa Dewan 

Syariah Nasional. 

3. Pengawasan Risiko  

OJK memiliki peran dalam mengawasi risiko yang mungkin dihadapi oleh bank syariah. Hal ini 

mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko lainnya yang dapat memengaruhi 

kestabilan bank. 

4. Pemberian Izin dan Pembekuan Operasional 

OJK berwenang memberikan izin pendirian bank syariah baru dan juga dapat membekukan 

operasional bank syariah yang tidak mematuhi peraturan atau terlibat dalam kegiatan yang berisiko tinggi. 

5. Pengawasan Dana Pihak Ketiga  

OJK mengawasi pengelolaan dana pihak ketiga oleh bank syariah. Pengelolaan dana ini harus sesuai 

dengan prinsip syariah dan dijalankan dengan pengendalian internal dan manajemen risiko yang baik. 

6. Penyelenggaraan Pelatihan dan Edukasi  

OJK memiliki peran dalam penyelenggaraan pelatihan dan edukasi bagi pihak yang terlibat dalam 

industri perbankan syariah, termasuk pegawai bank dan pemangku kepentingan lainnya. 

7. Penyampaian Informasi kepada Publik 

OJK memberikan informasi kepada publik terkait dengan kinerja dan kondisi bank syariah. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai 

perkembangan industri perbankan syariah. 

8. Penyusunan Standar dan Pedoman  

OJK bertugas menyusun standar dan pedoman yang berlaku bagi bank syariah. Ini termasuk 

penyusunan standar akuntansi, pedoman pelaporan, dan ketentuan lainnya untuk memastikan keseragaman 

dan kualitas informasi yang disampaikan. 

Hermansyah. (2011) Pengawasan bank syariah oleh OJK bertujuan untuk menciptakan lingkungan 

perbankan syariah yang sehat, stabil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan pengawasan yang 

efektif, diharapkan industri perbankan syariah dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian 

nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap layanan keuangan berbasis 

syariah. 

 

METODE 
Penelitian ini merupakan studi pustaka, suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 

metode studi pustaka di mana informasi dicatat berdasarkan jurnal, buku catatan, dan temuan penelitian 

sebelumnya. Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan metode pengumpulan data dari 

sumber-sumber pustaka, membaca dan mencatat informasi, serta mengolah materi penelitian (Zet, 2014).. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
1.  Pengawasan Bank Syariah di Indonesia 

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat (1), perbankan syariah mencakup semua seluk-beluk 

yang terkait dengan bank syariah dan unit usaha syariah, termasuk lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan 

proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 1 ayat (7) UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dan secara rinci terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pasal 1 

ayat (12) menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 
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berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah 

(Sumar'in, 2012). 

 

Iska, Syukri, (2012) Dengan melihat perkembangan bank syariah, terlihat jelas bahwa prinsip-prinsip 

syariah yang menjadi dasar utama bank syariah dalam menjalankan fungsinya belum dapat dilaksanakan 

atau diterapkan secara optimal oleh bank dan pelanggannya. Oleh karena itu, perlu adanya kewenangan 

untuk mengaturler lembaga pengawasan syariah guna meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh berbagai 

pihak yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sejak Januari 2013, Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) secara resmi menjalankan tugasnya sebagai otoritas pengawas pasar modal dan lembaga keuangan 

non-bank lainnya di Indonesia atas nama Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam - 

LK). Sejak Januari 2014, OJK menjadi satu-satunya otoritas yang mengawasi pasar modal dan lembaga 

keuangan lainnya di sektor keuangan Indonesia. 

Pengawasan merupakan unsur penting dalam manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan 

manajemen. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya terdiri dari dua sistem, yaitu: pertama, 

pengawasan aspek keuangan, kepatuhan terhadap aktivitas perbankan secara umum, dan prinsip kehati-

hatian perbankan; kedua, pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank 

(Handoko, 2003). 

 

2.  Pengawasan Bank Indonesia (BI). 

Pelngatulran pe lngawasan pe lrbankan syariah se lcara khulsuls telrtulang dalam Pasal 50 U lndang-ulndang 

nomor 21 tahuln 2008 telntang Pelrbankan Syariah, yang mana pe lngellolaan  Bank syariah dan U lUlS diawasi 

olelh Bank Indone lsia selbagai bank se lntral. Pe lngawasan BI te lrhadap bank syariah me lngharulskan bank syariah  

melmbe lrikan ke lpada Bank Indone lsia selgala informasi dan pe lnje llasan me lnge lnai ke lgiatannya  se lsulai de lngan 

tata cara yang dite ltapkan PBI (Pasal 52 U lUl No. 21 Tahu ln 2008). Olelh kare lna itul, dalam  fulngsi 

pelngawasannya, Bank Indone lsia melmpulnyai hak se lbagai be lrikult: 

a. Melninjaul dan me lngambil data/doku lmeln dari mana saja te lrkait opelrasional pe lrbankan syariah. 

b. Mellakulkan ve lrifikasi dan me lmpe lrole lh data/dokulmeln dan informasi dari pihak-pihak yang dinilai Bank 

Indone lsia melmpulnyai pe lngarulh telrhadap bank syariah. 

c. Bank syariah dipe lrintahkan ulntulk melmblokir re lkelning te lrtelntul, baik re lkelning tabulngan maulpuln  

kelulangan. 

 

3. Pengawasan DSN-MUI dan DPS 

Dalam me lnjalankan pe lrannya, DSN-MUlI tellah me lngellularkan re lkome lndasi. dasar-dasar pelrbankan 

syariah. Pe ldoman ini dite ltapkan de lngan ke lpultulsan MUlI Nomor 01 tahu ln 2000 te lntang Pe ldoman Dasar 

Delwan Syariah Nasional Maje llis Ullama Indone lsia (PD DSN-MUlI), me lngingat bahwa: 

a. Delwan Syariah Nasional disingkat DSN dibe lntulk ole lh Maje llis Ullama Indone lsia de lngan tulgas me llakulkan 

pelngawasan dan pe lmbinaan. Lelmbaga ke lulangan syariah me lndorong pe lnelrapan nilai-nilai ajaran agama 

Islam dalam ke lgiatan e lkonomi dan ke lulangan. 

b. DSN diharapkan dapat be lrpe lran aktif dalam me lnyikapi dinamika pe lrke lmbangan masyarakat Indone lsia di 

bidang e lkonomi dan ke lulangan. 

c. Ulntulk me llaksanakan tanggulng jawab dan fulngsi DSN se lcara elfelktif, dite ltapkan pe ldoman dasar ke lgiatan 

Delwan Syariah Nasional. 

Delwan Syariah Nasional me lrulpakan bagian dari Majellis Ullama Indone lsia (MU lI) yang be lrtulgas 

melndorong pe lnelrapan nilai-nilai syariah dalam ke lgiatan pe lrelkonomian pada ulmulmnya dan se lktor ke lulangan 

pada khulsulsnya, te lrmasulk pe lrbankan, asulransi, dan re lksadana (Sholeh, 2022). 

Pelngawasan syariah pada siste lm pe lrbankan syariah  Indone lsia diatulr dalam U lndang-Ulndang 

Pelrbankan Syariah No. 21 Tahu ln 2008 dan se llanjultnya diatulr dalam Pe lratulran dan Sulrat E ldaran Bank 

Indone lsia. Be lrdasarkan ke ltelntulan hulkulm telrselbult, maka le lmbaga yang me lmpulnyai ke lwelnangan 

pelngawasan syariah di tingkat nasional adalah DSN yang dibe lntulk olelh MU lI de lngan tulgas me lngawasi dan 

melmbimbing LKS dalam ke lgiatan ope lrasional be lrbasis syariah (DSN-Kelpultulsan MU lI No. .01 Tahu ln 2000). 

Melngelnai Pe ldoman Dasar DSN-MUlI). Dan Komite l Pelngawas Syariah-lah yang me llakulkan pe lngawasan 

telrselbult di tingkat LKS. 

DPS me lrulpakan  le lmbaga yang dibe lntulk ulntulk me lmantaul kelgiatan ulsaha bank syariah dan 

melmastikan bank tidak me llanggar prinsip syariah se lrta se lnantiasa me lmatulhi prinsip mu l'amara Islam. De lwan 
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Pelngawas Syariah diangkat olelh Maje llis U lmulm  atas ulsull Maje llis Ullama Indone lsia. MU lI se lndiri 

mellimpahkan ke lwelnangan pe lngatulran DPS ke lpada DSN yang dibe lntulk MU lI. 

Selcara ulmulm pe lran DPS dalam pe lngawasan pe lrbankan syariah di Indone lsia me llipulti (Sholihin, 

2010): 

a. Melnye ltuljuli pe ltulnjulk ope lrasional produlk pe lrbankan syariah se lsulai de lngan ke ltelntulan yang disu lsuln ole lh 

Delwan Syariah Nasional (DSN). 

b. Melmbulat laporan be lrkala (annulal re lport) se ltiap tahulnnya me lnge lnai bank-bank syariah yang be lrada di 

bawah pe lngawasannya dan be lropelrasi se lsulai de lngan ke ltelntulan syariah. 

c. Melnyulsuln laporan pe lrke lmbangan dan pe lnelrapan siste lm ke lulangan syariah pada le lmbaga ke lulangan 

syariah, khulsulsnya bank syariah yang diawasinya, minimal se ltiap e lnam bullan se lkali. Me lnelliti dan 

melmbe lrikan re lkome lndasi jika bank yang dike llolanya me lmpe lrke lnalkan produlk barul yang inovatif. 

Dalam hal ini dilakulkan pe lnilaian awal se lbellulm produlk barul bank syariah diulsullkan, dite lliti ke lmbali dan 

dike llularkan fatwa DSN. 

d. Bantulan me lnsosialisasikan pe lrbankan syariah di kalangan masyarakat. 

e. Melmbe lrikan kontribulsi te lrhadap pelrke lmbangan dan ke lmajulan lelmbaga ke lulangan syariah. 

Azis, M. Amin, (1992) Melkanisme l pelngawasan DPS adalah DPS de lngan me llakulkan analisis 

opelrasional bank syariah dan me llakulkan pe lnilaian te lrhadap se ltiap aktivitas dan produ lk bank, te lrmasu lk 

pelngelmbangan produlk barul. Belrdasarkan analisa te lrse lbult DPS dapat me lmastikan bahwa ke lgiatan 

opelrasional bank syariah te llah se lsulai delngan fatwa DSN-MU lI, DPS julga me lmbe lrikan pe lndapat dari aspe lk 

syariah me lngelnai pe llaksanaan ope lrasional pe lrbankan dan produ lk yang dike llularkan se lcara ulmulm dalam 

laporan pulblikasi bank. DPS ju lga se ldang me lmpe lrtimbangkan produ lk dan layanan baru l yang be llulm me lmiliki 

fatwa ulntulk me lminta fatwa ke lpada DSN. DPS ke lmuldian me lnyampaikan laporan hasil pe lngawasannya 

paling se ldikit se ltiap e lnam bullan se lkali ke lpada direlksi, komisaris, DSN, dan Bank Indone lsia. 

 

4. Pengawasan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

Fauziah, Sunandar, H., & Nurnasrina. (2023) Kelprihatinan be lbelrapa pihak me lnge lnai ke lwelnangan 

pelngawasan Bank Indone lsia me lnye lbabkan pe lnciptaan Otoritas Layanan Ke lulangan. U lndang-ulndang Nomor 

3 Tahuln 2004 telntang Pe lrulbahan Ulndang-Ulndang Nomor 23 Tahu ln 1999 te lntang Bank Indone lsia, yang 

melrulpakan tanggapan te lrhadap krisis Asia yang te lrjadi pada tahuln 1997-1998 dan me lmiliki dampak yang 

sangat kulat pada Indone lsia, khulsulsnya se lktor pe lrbankan, dan pe lngelmbangan se lktor jasa ke lulangan di 

Indone lsia, adalah tiga aspe lk pe lmbe lntulkan Otoritas Jasa Ke lulangan. 

Winati, Metia. dkk, (2014) Latar bellakang te lrbe lntulknya OJK didorong ole lh pe lrlulnya sulatul lelmbaga 

pelngawas yang mampul belrfulngsi se lbagai otoritas pe lngawas yang me lmpulnyai ke lwelnangan te lrhadap se llulru lh 

lelmbaga ke lulangan, dimana le lmbaga pe lngawas te lrse lbult be lrtanggulng jawab te lrhadap ke lgiatan ulsaha yang 

dilakulkan ole lh bank dan le lmbaga kelulangan non-bank., se lhingga tidak ada lagi le lmpar tanggulng jawab 

telrhadap pelngawasannya. Se llain itul, aktivitas kome lrsial yang se ldang be lrlangsulng akan me lnye lbabkan 

pelningkatan me lkanisme l pe lngawasan. Handoko, T. H. (2003) Olelh kare lna itul, haruls ada alte lrnatif yang 

melmulngkinkan pe lngatulran dan pe lngawasan te lrhadap le lmbaga ke lulangan lain dalam satu l atap. Se lbab tuljulan 

pelngatulran dan pe lngawasan pe lrbankan adalah ulntulk me lwuljuldkan siste lm pe lrbankan yang se lhat yang 

melmelnulhi tiga aspe lk, yaitul pelrbankan yang mampul me lnulnjang ke lpelntingan masyarakat de lngan baik, 

belrke lmbang se lcara alami, dalam arti di satu l sisi melmpe lrhatikan te lrhadap risiko, faktor-faktor se lpelrti 

kelmampulan sistelm dan ke lulangan se lrta sulmbe lr daya manulsia. Khopiatuziadah, (2012) Otoritas Jasa 

Kelulangan (OJK) me lrulpakan le lmbaga inde lpelnde ln, be lbas dari campulr tangan pihak lain, yang me lmpulnyai 

fulngsi, tanggulng jawab, dan we lwelnang pe lngatulran, pelngawasan, pe lmelriksaan, dan pe lnyidikan 

(Hermansyah, 2011). 

Amin, A. Riawan, (2003) Pelngawasan yang dilaku lkan Bank Indone lsia me llipulti pe lngawasan 

langsulng dan tidak langsu lng. Bank Indone lsia be lrhak me lwajibkan bank ulntulk me lnyampaikan laporan, 

keltelrangan, dan pe lnje llasan selsulai de lngan tata cara yang dite ltapkan Bank Indone lsia, apabila dipe lrlulkan dapat 

dilakulkan ke lpada pe lrulsahaan indulk, anak pe lrulsahaan, pihak te lrkait dan te lrafiliasi de lngan bank. Sholeh, H. 

A. N. (2022) Telrkait de lngan pe lngawasan te lrhadap bank syariah dan u lnit ulsaha syariah, Bank Indone lsia julga 

mellakulkan pe lngawasan se lpelrti halnya ope lrasional pe lrbankan konve lnsional. U lntulk me lwu ljuldkan 

kelpelntingan te lrse lbult, Bank Indone lsia melmbe lntulk De lparte lme ln Pe lrbankan Syariah. 

Hasan, Hasbi, (2012) Delparte lmeln ini te lrdiri dari 4 de lpartelmeln, yaitul Divisi Pelnellitian, 

Pelngelmbangan dan Pe lngatulran Pe lrbankan Syariah, Divisi Pe lngawasan Pe lrbankan Syariah, Divisi Informasi 

Pelrbankan Syariah dan Divisi Pe lrizinan, Administrasi dan Doku lmelntasi Pe lrbankan Syariah. Me lnulrult 
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keltelntulan Pasal 34 U lUl No. 6 Tahu ln 2009 te lntang Bank Indone lsia, pe lngawasan te lrhadap bank tidak se llalu l 

dilakulkan ole lh Bank Indone lsia. Pasal te lrse lbult me lngatulr bahwa tulgas pe lngawasan bank akan dialihkan 

kelpada le lmbaga inde lpelnde ln yang me lngawasi se lktor jasa ke lulangan yang dibe lntulk de lngan ulndang-ulndang 

paling lambat tanggal 31 De lselmbe lr 2002. Tulgas yang dilimpahkan ke lpada badan ini tidak me lncakulp tulgas-

tulgas telrkait re lgullasi pe lrbankan dan pe lrizinan. . De lngan de lmikian, pada tahuln 2011 diulndangkan U lndang-

Ulndang Otoritas Jasa Ke lulangan Nomor 21 Tahu ln 2011. 

Ulndang-Ulndang Nomor 21 Tahu ln 2011 me lneltapkan OJK se lbagai le lmbaga inde lpe lnde ln yang be lbas 

dari campulr tangan pihak lain, yang me lmpulnyai fulngsi, tanggulng jawab, dan we lwelnang pe lngatulran, 

pelngawasan, pe lmelriksaan, dan pe lnyidikan se lbagaimana diatulr dalam pe lratulran pe lrulndang-ulndangan. 

Lelmbaga ini be lrge lrak dalam bidang pe lrbankan, pasar modal, asu lransi, dana pe lnsiuln, le lmbaga ke lulangan dan 

lelmbaga ke lulangan lainnya. OJK didirikan dan didirikan be lrdasarkan prinsip-prinsip tata ke llola yang baik,  

mellipulti inde lpelnde lnsi, akulntabilitas, akulntabilitas, transparansi, dan ke ladilan. Se lcara ke llelmbagaan OJK 

belrada di lular pelmelrintah, artinya OJK tidak be lrada dalam ke lwelnangan pe lmelrintah (Fauziah et al., 2023). 

Affset, (2010) OJK me lmpulnyai fulngsi administrasisiste lm pe lngatulran dan pe lngawasanyang 

telrintelgrasi de lngan se llulrulh ke lgiatan di se lktor jasa ke lulangan. Tanggulng jawab OJK se lsulai de lngan Pasal 6 

UlUl OJK yaitul, pe lmelnulhan tanggulng jawab pe lngatulran dan pe lngawasan te lrkait 

a. Kelgiatan jasa ke lulangan di se lktor pelrbankan 

b. Kelgiatan jasa ke lulangan di se lktor pasar modal 

c. Kelgiatan jasa ke lulangan di bidang asu lransi, dana pe lnsiuln, le lmbaga ke lulangan, dan le lmbaga jasa 

kelulangan. 

Selsulai U lUl Nomor 21 Tahu ln 2011, pelngatulran dan pe lngawasan le lmbaga ke lulangan me lnjadi tanggulng 

jawab OJK. Se lsulai de lngan Pasal 5 U lUl No. 21 Tahuln 2011 OJK me lmpulnyai fulngsi me llaksanakan siste lm 

pelngatulran dan pe lngawasan yang te lrintelgrasi te lrhadap se llulrulh ke lgiatan di se lktor jasa ke lulangan. 

Kelwelnangan BI yang dilimpahkan ke lpada OJK antara lain me llipulti (Fitriani et al., n.d.): 

a. Pelngatulran dan pe lngawasan le lmbaga pe lrbankan syariah: 

1) Pelrizinan pe lndirian bank, pe lmbulkaan kantor pelrbankan, piagam, re lncana ope lrasional, ke lpelmilikan, 

kelpelngulrulsan dan sulmbe lr daya manulsia, me lrge lr, konsolidasi dan aku lisisi bank, se lrta pe lncabultan izin 

pelrbankan; 

2) Kelgiatan ulsaha Bank, me llipulti sulmbe lr dana, pe lnye ldiaan dana, produlk hibridasi dan ke lgiatan layanan 

jasa; 

b. Pelngatulran dan pe lngawasan me lnge lnai ke lselhatan bank syariah: 

1) Likuliditas, re lntabilitas, solvabilitas, ku lalitas ase lt, rasio ke lculkulpan modal minimu lm, batas kre ldit 

maksimu lm, rasio pinjaman te lrhadap simpanan dan pe lncadangan. 

2) Laporan te lrkait ke lse lhatan dan kine lrja. 

3) Sistelm informasi de lbitulr. 

4) Pelnguljian kre ldit (cre ldit te lsting). 

5) Standar akulntansi. 

c. Pelngatulran dan pe lngawasan te lrhadap aspe lk ke lhati-hatian bank syariah; 

1) Manaje lmeln risiko. 

2) Tata ke llola. 

3) Prinsip ke lnali nasabah dan anti ae lnculcian ulang. 

4) Melnce lgah pe lndanaan te lrorisme l dan ke ljahatan pe lrbankan 

Delngan pe lmelriksaan bank syariah, kita dapat me lmahami ke lbijakan-kelbijakan yang ada pasca U lU l 

No. 21 Tahuln 2011. Maka de lngan ke llularnya U lUl No. 21 De lselmbe lr 2011 te lntang OJK, se llulrulh kelgiatan 

pelrbankan syariah dike lndalikan ole lh OJK. OJK me lrulpakan le lmbaga pulblik yang dibe lntulk be lrdasarkan U lU l 

No. 21 Tahuln 2011 yang be lrtuljulan ulntulk melwu ljuldkan sulatul sistelm pe lngatulran me lmbe lrikan pe lngawasan 

yang mandiri dan te lrpadul telrhadap se llulrulh ke lgiatan se lktor jasa kelulangan, tanpa campulr tangan pihak lain 

yang me lmpulnyai fulngsi, tanggulng jawab, atau l welwe lnang me lngatulr, me lmantaul, me lngauldit, atau l 

melnyellidiki jasa ke lulangan. bank, pasar modal, pe lrulsahaan asulransi, dana pe lnsiuln, le lmbaga ke lulangan dan 

jasa ke lulangan lainnya. Se lcara ke llelmbagaan OJK be lrada di lular pe lmelrintah, artinya OJK tidak be lrada dalam 

lingkulp pe lmelrintah. 

 

5.  Hubungan OJK dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) 

Al-Gaoud (2005) U lmulmnya pe lngawasan te lrhadap bank syariah dilakulkan ole lh Bank Indone lsia (BI) 

selbagai badan pe lngawas dan pe lngatulr pe lrbankan yang kini te llah dialihkan ke lpada Otoritas Jasa Ke lulangan 
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(OJK). Namuln pe lrmasalahan ini ditangani khu lsuls  ole lh De lwan Pe lngawas Syariah (DPS). Ole lh kare lna itul, 

pelrulsahaan yang be lrope lrasi be lrdasarkan prinsip syariah wajib me lmiliki Komite l Auldit Syariah (DPS). 

Kelhadiran De lwan Pe lngawas Syariah (DPS) me lnjadi salah satul indikator ultama yang me lmbe ldakan bank 

konve lnsional de lngan bank syariah. Sutedi, Adrian, (2009) Tulgas ultama DPS adalah me lmantaul pellaksanaan 

opelrasional  dan produ lk pe lrbankan agar tidak me lnyimpang dari prinsip hu lkulm syariah. Pelnelrapan produlk 

barul yang diulsullkan te lrse lbult jellas me llanggar prinsip syariah. Ole lh kare lna itul, dalam hal ini De lwan 

Pelngawas Syariah tidak me lmpulnyai ke lwelnangan ulntulk me llakulkan pe lnghe lntian se lmelntara te lrhadap produ lk 

telrselbult kare lna  me lrulpakan ke lwelnangan Bank Indone lsia se lbagai bank se lntral ulntulk me llakulkan pe lnghe lntian 

selmelntara pe lnggulnaan produ lk te lrse lbult. Dari pe lrnyataan te lrse lbult  dapat disimpullkan bahwa DPS belrwe lnang 

melmantaul opelrasional pe lrbankan syariah yang dilaksanakan se lsulai de lngan prinsip syariah dan DPS wajib 

mellaporkan te lmulan dan hasil pe lmelriksaan pe lngawasan te lrhadap bank-bank Indone lsia yang dialihkan. 

Kelpada OJK. 

Melngelnai fulngsi DSN-MUlI dan DPS dalam me lngawasi ke lgiatan pe lrbankan syariah di Indone lsia 

antara lain se lbagai be lrikult (Aliyah, 2023): 

a. Delwan Syariah Nasional de lngan me lndorong pe lnelrapan ajaran Islam dalam ke lhidulpan pe lrelkonomian 

diharapkan dapat belrpe lran produlktif dalam me lnyikapi pe lrulbahan pe lrelkonomian, khu lsulsnya e lkonomi 

syariah yang se lmakin kompak. 

b. Melnelliti dan me lmbe lrikan fatwa te lrhadap produlk-produlk yang dike lmbangkan ole lh le lmbaga ke lulangan 

syariah. 

c. Melmantaul produlk ke lulangan syariah ulntulk me lmastikan produ lk telrse lbult selsulai de lngan syariah Islam. 

Dalam hal ini le lmbaga pe lngawasnya adalah pe lrbankan syariah, asu lransi, re lksa dana, modal ve lntulra dan 

lain selbagainya. Dalam hal ini, u lntulk me lnge lfelktifkan pe lran De lwan Syariah Nasional pada lelmbaga 

kelulangan syariah, maka dibe lntulklah De lwan Pe lngawas. Syariah se lbagai pe lrwakilan De lwan Syariah 

Nasional pada le lmbaga ke lulangan syariah te lrkait. 

Selcara ulmulm fulngsi De lwan Pe lngawas Syariah adalah: 

a. Mellaksanakan pe lngawasan be lrkala te lrhadap lelmbaga ke lulangan syariah yang be lrada di bawah 

pelngawasannya. 

b. Mellaporkan pe lrke lmbangan produ lk ope lrasional le lmbaga ke lulangan syariah dibawah ke lpelmimpinannya 

kelpada De lwan Syariah Nasional minimal du la kali dalam satul tahuln anggaran. 

c. Wajib me lnyampaikan u lsullan pe lngelmbangan le lmbaga ke lulangan syariah ke lpada pimpinan le lmbaga 

telrkait dan De lwan Syariah Nasional. 

d. Melrulmulskan pe lrmasalahan yang me lmelrlulkan pe lmbahasan ole lh De lwan Syariah Nasional. 

Apabila te lrdapat pellanggaran yang dilaku lkan ole lh pelrbankan syariah yang tidak melnelrapkan ataul 

pellanggaran prinsip syariah dalam aktivitasnya, maka akan dike lnakan sanksi dibe lrikan ole lh OJK se lbagai 

lelmbaga yang me lmpulnyai welwelang melmbe lrikan sanksi ke lpada lelmbaga jasa ke lulangan khulsulnya dalam 

pelrbankan syariah Hal ini dikare lnakan pe lran DPS hanya se lbatas selbagai le lmbaga pe lngawas yang tidak bisa 

langsulng me lmbe lrikan sanksi pada pelrbankan syariah. Pe lnggulnaan klaulsull pe lnge lculalian ataul pelngalihan 

tanggulng jawab dalam klau lsull bakul yang me lrulpakan pe llanggaran dari pihak pe lrbankan selbagai pe llaku l 

ulsaha, DPS wajib me lmbe lrikan atau l mellaporkan hasil pe lngawasannya yang me lnyatakan pe lrbankan syariah 

mellakulkan pe llanggaran dan dialihkan ke lpada Otoritas Jasa Ke lulanganbadan yang be lrwe lnang me lnjatulhkan 

sanksi kelpada pe lrbankan syariah. Sellain pe lran OJK se lbagai le lmbaga yang melmpulnyai ke lwelnangan ulntulk 

melnyellelsaikan selngke lta para pihak di lular pe lngadilan me llaluli Le lmbaga Altelrnatif Pelnye llelsaian Selngke lta 

(LAPS), ada julga lelmbaga yang me lmiliki we lwelnang yang sama yaitul Badan Pelnye llelsaian Selngke lta 

Konsulmeln (BPSK). 

 

KESIMPULAN  
Sholihin, A. I. (2010) Pengawasan terhadap kegiatan perbankan syariah, sesuai ketentuan hukum Islam 

sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dilakukan oleh Bank Indonesia dan Dewan 

Pengawas Syariah. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

disahkan, kewenangan Bank Indonesia terkait pengawasan dialihkan kepada OJK. Oleh karena itu, koordinasi 

antara Bank Indonesia dan OJK sangat diperlukan. OJK adalah badan independen yang memiliki fungsi, 

tanggung jawab, dan wewenang untuk mengatur sistem pengaturan dan mengawasi kegiatan jasa keuangan. 

Tujuan pendirian OJK adalah untuk melindungi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat, mengembangkan 

sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta mendukung lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip 
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tata kelola yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, independensi, dan sistem keuangan. Ini berkaitan 

dengan penerapan sistem yang datang dengan tanggung jawab dan keadilan. 

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu syarat untuk 

menentukan boleh tidaknya suatu produk diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sesuai dengan 

ketentuan syariah yang diatur dalam undang-undang, yang penting untuk kelangsungan sistem operasional 

lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, semua aktivitas dan sistem operasional usaha LKS saat ini harus 

mematuhi ketentuan fatwa. Pengawasan perbankan syariah yang dilakukan secara internal oleh Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) dan eksternal melalui OJK merupakan bagian dari sistem multi-level pengawasan 

perbankan syariah yang diperlukan untuk memastikan bahwa perbankan di Indonesia, khususnya perbankan 

syariah, tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan terkait perbankan 

syariah di Indonesia, tetapi juga berpegang teguh pada prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas 

perbankannya. DPS bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan internal guna memastikan bahwa bank 

syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. OJK, sebagai regulator eksternal, bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa bank beroperasi secara sehat dan hati-hati agar selalu mematuhi ketentuan yang ada. 

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan 

perbankan syariah. 
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